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PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
DALAM PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, DAN
PENANGANANKASUS KORUPS|
DI KOTA SAMARINDA

Sumar nit

Abstrak

Lembaga Swadaya Masyarakat secara umum diartildoagai sebuah
organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupuskedompok orang yang
secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyaramum tanpa
bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan LSM mempunyai
peran yang sangat besar di dalam melakukan korgoslial terhadap praktik
penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya pgenggaraan negara yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepatisfi{KN) karena terkuak
kenyataan bahwa sulitnya memberantas korupsi diredia adalah diakibatkan
juga karena ketidakberdayaan aparat Penegak Hukaland menghadapi kasus
korupsi tersebut.

Di dalam melakukan fungsi kontrol, LSM dapat mdmitikap di
antaranya yaitu: sebagai kekuatan pengimbang, pedaya masyarakat, dan
sebagai lembaga perantara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga SwyadMVasyarakat
memiliki peranan di dalam bidang pencegahan, pedgksn, dan penanganan
kasus korupsi di Kota Samarinda, dan peranan tersédah sesuai dengan teori
LSM, yaitu sebagai kekuatan pengimbang, pemberdasyarakat, dan sebagai
lembaga perantara. Adapun hambatan Lembaga Swalmsyarakat di dalam
pencegahan, pengendalian, dan penanganan kasuppgaitu secara internal
masih kekurangan SDM maupun logistik, secara ekatdeurangnya dukungan
dari pemerintah daerah dan Penegak Hukum pada penen terhadap aksi
pemberdayaan masyarakat di dalam rangka pemberantsrupsi.

Kata Kunci : Peranan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Korupsi.

Pendahuluan

Korupsi di Indonesia merupakan masalah sosial gaaggan tidak pernah
habis untuk dibahas. Namun dalam persoalan korbpsils disadari bukan
persoalan tentang besarnya jumlah kerugian negatey modus operandi
koruptur yang semakin canggih ataupun peringkabriedia yang termasuk
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dalam negara yang paling banyak korupsinya, tdegiuak kenyataan bahwa
sulitnya memberantas korupsi di Indonesia adaladkiloitkan juga karena
ketidakberdayaan aparat penegak hukum di dalam maeagi kasus korupsi
tersebut. Sebab mereka sendiri sering kali jugimndikasi dan terlibat korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugassnya. Oleh karena itu,
pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempatauti dalam urutan
perioritas kebijakan pemerintah.

Tingginya kasus korupsi di Kota Samarinda, memhissrah tersebut
menjadi salah satu wilayah bebas (melakukan) kariBerdasarkan data dari
Pengadilan Negeri Samarinda/Pengadilan Tindak RidEorupsi (Tipikor)
Samarinda tahun 2014, bahwa perkara tindak pidangki dari tahun ke tahun
terjadi peningkatan.

Tabel 1.1
Data Perkara Tindak Pidana Korups di Kota Samarinda
(Tahun 2011 - 2013)

No Tahun Register Putusan
1 2011 48 20 9
2 2012 55 45 22
3 2013 55 55 26
Jumlah 158 57
Total 215 Perkara

Sumber: Pengadilan Negeri Samarinda/Tipikor SardarTahun 2014

Sebagai wujud kepedulian dan respon terhadap upaymegahan dan
pemberantasan korupsi, dikalangan masyarakat tedadiri berbagai Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi seperti IredoenCorruption Watch
(ICW), Masyarakat Profesional Madani (MPM3pnvernement WatcfGOWA)
dan lain-lain.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) secara umumidiarebagai sebuah
organisasi yang didirikan oleh perorangan atauplkelempok orang yang secara
sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakahuampa bertujuan untuk
memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Kemunculan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mearpakaksi atas
melemahnya peran kontrol lembaga-lembaga negaraasek partai politik di
dalam menjalankan fungsi pengawasan di tengah @sinpemerintah terhadap
masyarakat. Sehingga pada awal sejarah perkembdaigamya LSM, terutama
yang bergerak dibidang sosial politik, tujuan utapgnbentukan LSM adalah
bagaimana mengontrol kekuasaan negara, tuntuta yaerg bebas, tuntutan
kebebasan berorganisasi, advokasi terhadap kekerasgara dan kebijakan-
kebijakan yang merugikan rakyat. Pada masa Orde B&8M menjadi sebuah
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kelompok kritis yang memberikan tekanan kepada piaiaé.

Kerangka Dasar Teori
Peranan

Menurut Karl dan Rosenzweig (2002) konsep perdrexkaitan dengan
kegiatan seseorang di dalam kedudukan tertentudb@izlam sistem masyarakat
maupun di dalam sistem organisasi. Karl dan Roseigzyuga menyimpulkan
peranan adalah perilaku yang langsung atau tindagiamg berkaitan dengan
kedudukan tertentu di dalam struktur organisasramf® merupakan aspek
dinamis yang didasari kedudukan (status) yaitu iggpaleseorang melaksanakan
hak dan kewajibannya maka dia menjalankan suaanper

Peranan Organisas

Menurut Hardati (2009) organisasi merupakan korssepologi di dalam
hubungannya dengan individu, hal ini di dasarkas ddeberapa pertimbngan:
1. Tanpa individu tak mungkin ada organisasi.
2. Organisasi diciptakan untuk memenuhi kebutuhan sianu
3. Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan kiblelgupun pribadi.

Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Jenis-jenisnya
Menurut Setyono (2003) Lembaga Swadaya Masyaraf{esM)
merupakan lembaga/organisasi non partisan yangasieripada gerakan moral

(moral forcg, yang memiliki peran penting dalam penyelenggam@@merintahan

dan kehidupan politik.

Menurut Eldridge (dalam Fakih, 1996) LSM dibagrdsesarkan kegiatan
dan mendefinisikan gerakan LSM Indonesia menjadilditegori:

1. Kategori dengan label “pembangunan”, kategori imrkhitan dengan
organisasi yang memusatkan perhatiannya pada pnogengembangan
masyarakat konvensional, yaitu irigasi, air minupusat kesehatan,
pertanian, peternakan, kerajinan dan bentuk pemisamgekonomi lainnya.

2. Kategori “mobilisasi”, kategori organisasi yang mesatkan perhatiannya
pada pendidikan dan mobilisasi rakyat miskin sekisa yang berkaitan
dengan ekologi, hak asasi manusia, status perempaéirhak hukum atas
kepemilikan tanah, hak-hak pedagang kecil, tunawisian penghuni liar di
kota-kota besar.

Konsep Korupsi

Menurut Klitgaard, Robert dkk (2005) bila korupsiah mencapai tingkat
hypercorruptionakan membawa dampak yang mematikan. Sayangnyapsioru
jenis inilah yang biasanya kita jumpai dalam tupemerintahan daerah berbagai
negara di dunia. Korupsi sistematis menimbulkanugg@an ekonomi karena
mangacaukan insentif; kerugian politik, karena mmsiekan lembaga-lembaga
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pemerintahan. Kerugian sosial, karena kekayaankd&nasaan jatuh ketangan
orang yang tidak berhak.

Jenis- jenisKorups
Menurut Alatas bahwa inti gejala korupsi selala gnis pemerasan dan
transaktif, korupsi selebihnya berkisar di sekiteedua jenis tersebut dan

merupakan jenis sampingannya. Menurut Alatas (daBami, dkk, 2006)

mengkonsepkan jenis korupsi di dalam segi tipoldigantaranya yaitu:

1. Korupsi Transaktif merujuk adanya kesepakatan timbal-balik antanakpi
pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedizdnfibak dan dengan
aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oletukeduanya.

2. Korupsi Pemerasan, merupakan jenis korupsi yangatia pihak pemberi
dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yeolgng mengancam
dirinya, kepentingan, atau orang-orang, dan hajshag dihargainya.

3. Korupsi Defensif adalah perilaku korban korupsi pemerasan. Koraipsi
dalam rangka mempertahankan diri.

4. Korupsi Investif atau Gratifikasi, adalah pemberian barang atau taspa
ada pertalian langsung dengan keuntungan tertselain keuntungan yang
dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang

5. Korupsi Kekerabatan atau Nepotisme, merupakan pekeam yang tidak sah
terhadap teman atau sanak saudara untuk memedaatgrjadi dalam pe-
merintahan atau sistem organisasi, atau tindakag yemberikan perlakuan
yang mengutamakan, di dalam bentuk uang atau bémtokik lain kepada
mereka secara bertentangan dengan norma ataurpargéung berlaku.

6. Korupsi Otogenik, yaitu korupsi yang dilakukan sew diri dengan
memanfaatkan perilaku serta peran yang dimilikicig nantinya mem-
peroleh keuntungan finansial.

7. Korupsi Dukungan, adalah tindakan korupsi untuk imdeingi atau
memperkuat korupsi yang sudah ada.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskfikkualiatif, yaitu
penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan ganmbaraum secara sistematis
dan terperinci tentang mengenai objek penelitiaogdadn dan Taylor (dalam
Moleong, 2009) menyatakan bahwa “penelitian kuitadalah prosedur
penelitian yang menggunakan data deskriptif bekgia-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana yamguliikan pada
bab sebelumnya, yang menjadi fokus penelitiandalah sebagai berikut:
1. Peranan lembaga swadaya masyarakat di dalam pé@aregaengendalian,
dan penanganan kasus korupsi di Kota Samarindgaeerikut:
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a) Sebagai kekuatan pengimbang.

1. Advokasi kebijakan lewat lobi.

2. Membuat pernyataan politik.

3. Membuat pernyataan lewat petisi.

4. Aksi demonstrasi.

b) Pemberdaya masyarakat.

1. Aksi pengembangan kapasitas kelembagaan.

2. Mengembangkan kesadaran masyarakat.

3. Membangun partisipasi masyarakat.

4. Memberikan pendidikan kepada masyarakat.

c) Sebagai lembaga perantara.

1. Aksi mediasi.

a. Masyarakat dengan pemerintah atau negara.
b. Masyarakat dengan LSM.
c. LSM dengan masyarakat.

2. Melakukan pendekatan lewat lobi.

3. Melakukan koalisi.

4. Menyampaikan tujuan lewat surat - menyurat.

5. Mendampingi warga (pelapor).

6. Kerjasama antar pelaku-pelaku dalam pelaksanaamigab

Internasional.
2. Hambatan lembaga swadaya masyarakat di dalam Emeg
pengendalian, dan penanganan kasus korupsi di%atarinda.

Studi yang dilakukan menggunakan data primer yassagian besar dari
hasil wawancara yang melibatkan aktivis Lembagadaya Masyarakat (LSM)
Pokja 30 dan JATAM, masyarakat, dan Instansi Peradrisebagai informan,
sedangkan Koordinator LSM Pokja 30 dan Data Bas&ADA sebagai key
informan dan dari hasil observasi dengan melakyenmamatan sesuai dengan
tujuan penelitian yang disusun berdasarkan haskmhsi terhadap perilaku
subjek dan observasi terhadap lingkungan ataungeti@wancara.

Selanjutnya di dalam mengalisis data yang diperplefiulis menggunakan
metode deskriktif-Kualitatif, yaitu metode analigiata yang menggambarkan
suatu keadaan sebagaiman adanya. Hal ini sesugamgrendapat Miles dan
Huberman (1992:16), bahwa analisis di dalam peaelikualitatif dilakukan
melalui empat tahap, yaitu: pengumpulan data, pery@anaan datargduksi
data), penyajiann datadi§play data), kemudian penariakan kesimpulan
(verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat di Dalam Pencegahan dan
Pengendalian Kasus Korupsi di Kota Samarinda
Sebagai Kekuatan Pengimbang
Peranan ini tercermin pada upaya Lembaga Swadagyavikat (LSM) di
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dalam mengontrol, mencegah, dan membendung domita@si manipulasi
pemerintah terhadap masyarakat. Peranan ini umuntilgukan dengan
advokasi kebijakan lewat lobi, pernyataan polipletisi, dan aksi demonstrasi
baik oleh Pokja 30 dan JATAM. Menurut Bapak CT kel&oordinator Badan
Pengurus sekaligus salah satu pendiri Pokja 30 @asaamenjelaskan bahwa
“metode lobi yang digunakan oleh Pokja 30 adalaHatue forum-forum diskusi,
misalnya mencoba meyakinkan para pengambil kepatdsagan argumentasi
maupun pokok pikiran (secara tertulis) melalui diskterbatas maupun diskusi
terbuka yang melibatkan para pengambil keputusan.dBlam melakukan
pernyataan politik selain melalui media massa jugalalui forum rapat yang
dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun melddmgar pendapat dengan
DPRD, pernyataan politik biasanya berisi hasil asi mengenai kebijakan yang
dianggap berpotensi membuka celah korupsi, dugagadinya tindak pidana
korupsi, hasil penelitian, dan hasil investigased@ngkan di dalam melakukan
pernyataan lewat petisi, Pokja 30 belum pernah rgengkan metode ini. Pokja
30 hanya terlibat sebagai partisipan dan ikut sartanyebarkan petisi organisasi
lain yang dianggap memiliki kesamaan isu dan dles/i Sedangkan di dalam
melakukan aksi demonstrasi digunakan sebagai sanagagampanyekan kasus,
dengan tujuan mengedukasi dan menarik simpati budiar turut terlibat di
dalam persoalan” (wawancara, tanggal 29 Novembet40

Selanjutnya dari hasil wawancara yang dilakukangderkey informan
Bapak RD selaku Divisi Data Base JATAM Samarindanjelaskan bahwa
“‘JATAM selalu tidak terlibat di dalam isu-isu poki kecuali JATAM
menyuarakan ada aktor-aktor politik yang terlibatddlam kejahatan tambang.
Di dalam melakukan pernyataan petisi yang pernadakdikan oleh JATAM yaitu
mengenai daya rusak lingkungan untuk sembilan korBaak yang tewas di
lubang tambang. Di dalam melakukan aksi demontrssiing dilakukan oleh
JATAM” (wawancara, tanggal 30 Januari 2015).

Adapun hasil pencapaian dari peranan sebagai tarkpengimbang adalah
di dalam pengalaman Pokja 30 dari kegiatan mendadvokebijakan, ada
kebijakan yang berubah tapi ada pula yang tidak galeami perubahan.
Selanjutnya kegiatan kampanye kasus korupsi laangiipgkukan dengan tujuan
akhir mempercepat penanganan kasus dan membenatedepada penegak
hukum agar menuntaskan kasus korupsi. Di dalam dbamkgasus, ada yang
penanganannya tertunda, ada pula yang telah dgidan

Pemberdaya Masyarakat

Sebagai gerakan pemberdaya masyarakat yang divasjuddwat aksi
pengembangan kapasitas kelembagaan, dan keman#&glampok-kelompok
masyarakat, termasuk mengembangkan kesadaran @destyantuk membangun
keswadayaan, kemandirian, dan partisipasi. Peramammumnya dilakukan
dengan cara pendidikan dan latihan, pengorganisdsia mobilisasi masyarakat,
terutama oleh Pokja 30 dan JATAM.
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Hambatan Lembaga Swadaya Masyarakat yang banygklitgaitu pada
masyarakat, yang di mana sulitnya mengorganisiyarakat untuk ikut berperan
serta di dalam kegiatan LSM. Untuk itu dibutuhkaamperdayaan masyarakat
yaitu melalui pendidikan, melakukan diskusi-diskudiberbagai komunitas,
melaksanakan kampanye anti korupsi, terlibat damaberbagai macam jenis
pelatihan, melakukan pendampingan, membangun kaasuranti korupsi,
mengorganisir aksi demonstrasi, dan juga mendampiagga melaporkan kasus
korupsi. Adapun hasil yang dicapai oleh LSM darrapan pemberdayaan
masyarakat adalah secara umum, kesadaran menggabhatan korupsi telah
menjadi opini publik. Partisipasi masyarakat bisakdr dengan banyaknya
laporan dugaan tindak pidana korupsi ke LSM dara@efPenegak Hukum.

Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat di Dalam Penanganan Kasus
Korupsi di Kota Samarinda

Sebagai Lembaga Perantara

Peranan ini dilakukan dengan mengupayakan adanga yakg bersifat
memediasi hubungan antara masyarakat dengan pémhedtau negara, antara
masyarakat dengan LSM dan antar LSM sendiri demgasyarakat. Peranan ini
umumnya diwujudkan melalui cara lobi, koalisi, surgenyurat, pendampingan,
dan kerjasama antactor, baik oleh Pokja 30 dan JATAM.

Lembaga Swadaya Masyarakat Pokja 30 dan JATAM kindanenangani
kasus korupsi tidak akan berhenti ketika kasuglenstidak ditindak lanjuti oleh
Lembaga Hukum. Mereka akan tetap mengusut kasusebigr pada titik
penyelesaian. Misalnya, mendampingi warga yangnttenidasi, dengan
memberikan pengetahuan secara informal mereka bisanlebih mengetahui
tindakan yang harus dilakukan. Bapak R selaku $skerPokja 30 Samarinda
menjelaskan bahwdbi dalam melakukan aksi mediasi, Pokja 30 mendangpi
masyarakat  dan memberikan pengetahuan informagrkkamasyarakat belum
mengetahui apa yang harus dilakukan. Di dalam kasissinya posko peradilan
bersih, bekerja sama dengan masyarakat dan Komigiisial (lembaga
pengawasan hakim di indonesia)” (wawancara, tangg@November 2014).

Tanggapan Masyarakat dan Instansi Pemerintah Terhadap Peranan Lembaga
Swadaya Masyarakat di Dalam Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan
Kasus Korups di Kota Samarinda

Dari masyarakat melihat peranan LSM dari sisi yhegoeda-beda, yang
pertama secara tindakan pencegahan belum mampuemeghyterlalu jauh
karena hanya sebagai fungsi kontrol saja, dan &dban LSM belum dirasakan
sepenuhnya manfaatnya oleh masyarakat, yang keuplayga yang dilakukan
LSM sudah cukup memberikan perubahan di dalam pgahes, pengendalian,
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dan penanganan kasus korupsi, baik di KALTIM mauplin Samarinda.
Sedangkan dari Instansi berpandangan bahwa LSMhsodgnbantu di dalam
setiap proses baik di dalam pencegahan ataupursiflwogtrolnya dan secara
keseluruhan LSM telah terlibat peranannya di datemcegahan, pengendalian,
dan penanganan kasus korupsi.

Hambatan Yang di Hadapi Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat di dalam
Pencegahan, Pengendalian, dan Penanganan Kasus Korupsi di Kota
Samarinda

Lembaga Swadaya Masyarakat di dalam menjalankeanaenya di dalam

pencegahan, pengendalian, dan penanganan kasupsikodihadapkan oleh

sejumlah hambatan, diantaranya yaitu:

1. Secara internal masih kekurangan Sumber Daya Mar(®&>M) maupun
logistik.

2. Secara eksternal, ada empat hal yang menjadi leydeai:

a. Regulasi yang membuka peluang aparatur pemerintédk unelakukan
korupsi.

b. Kurangnya semangat melawan korupsi oleh Penegakurflukang
memiliki integritas.

c. Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dan B&ndgkum pada
perlawanan terhadap aksi pemberdayaan masyarakadalaim rangka
pemberantasan korupsi.

d. Adanya intimidasi dari oknum-oknum yang merasanglaidirugikan.

Pengambilan Keputusan Lembaga Swadaya Masyarakat di Dalam Menghadapi
hambatan Terhadap Pencegahan, Pengendalian, dan Penanganan Kasus
Korupsi

Menurut Simon (Kadarsah, 2002) pengambilan keputus&rupakan proses
pemilihan alternatif tindakan untuk mencapai tujuatau sasaran tertentu.
Pengambilan keputusan dilakukan dengan pendekatstematis terhadap
permasalahan melalui proses pengumpulan data memj@anasi serta ditambah
dengan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dilam pengambilan
keputusan. Tahap-tahap yang harus dilalui di dalproses pengambilan
keputusan sebagai berikut:

1. Tahap Pemahamdrinteligence Phace )

Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pesgatiekiari lingkup
problematika serta proses pengenalan masalah.rbadakan diperoleh,
diproses dan diuji di dalam rangka mengidentifikais masalah.

2. Tahap Perancangdmiesign Phace )

Tahap ini merupakan proses pengembangan dan pamcaliernatif

tindakan/solusi yang dapat diambil. Hal tersebutupakan representasi
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kejadian nyata yang disederhanakan, sehingga dkaerlproses validasi dan
vertifikasi untuk mengetahui keakuratan model dagameneliti masalah
yang ada.

3. Tahap Pemilihaf Choice Phace )
Tahap ini dilakukan pemilihan terhadap diantarabaegai alternatif solusi
yang dimunculkan pada tahap perencanaan agar uk#entatau dengan
memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujyang akan dicapai.

4. Tahap Impelementagimplementation Phace )
Tahap ini dilakukan penerapan terhadap rancangéensiyang telah dibuat
pada tahap perancanagan serta pelaksanaan aftéim@dkan yang telah
dipilih pada tahap pemilihan.

Sesuai pada tahapan-tahapan di atas, dapat dikdtahwa pengambilan
keputusan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di dedemghadapi hambatan
terhadap pencegahan, pengendalian, dan penangasais korupsi di Kota
Samarinda terdiri atas dua mekanisme, khususnya h&M Pokja 30 dan
JATAM Kota Samarinda, yaitu:

1. Pertemuan regular atau disebut dengan rapat ihdimauskan berbagai hal
terkait program lembaga. Misalnya, keputusan yaagiddiambil Pokja 30
terkait kasus yang diperjuangkan dilakukan dengara anembicarakan
laporan-laporan masyarakat di dalam rapat intes@gnjutnya diputuskan.
Bila tidak mencapai kesepakatan maka keputusamggrtdilakukan oleh
direktur eksekutif.

2. Mekanisme koordinasi informal juga dilakukan untulerespon kegiatan-
kegiatan seperti training dan undangan-undanganpitzak luar. Biasanya
direktur eksekutif lebih sering memutuskan siapamliara staf yang akan
berangkat. Setiap anggota badan pengurus punya naegememinta
rapat/mengundang yang lain sesuai kebutuhan. Seraetgrkait dengan
pelibatan perempuan, Pokja 30 mengakui belum merdkan
proporsionalitas di dalam pengambilan keputusanumadi dalam praktik
perempuan tidak dibedakan dengan laki-laki.

Penutup
Kesimpulan:

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di dalam mencapaan berarti
harus menjalankan sebuah fungsi, saat fungsi terséifalankan, saat itulah
peranannya di dalam masyarakat berjalan dengan fBariigsi secara umum yang
dimiliki oleh LSM di dalam menjalankan kegiatan gasesuai dengan visi dan
misinya, yang dikaitkan dengan pencegahan, pentianddan penanganan kasus
korupsi adalah saat LSM Pokja 30 dan JATAM menjaankegiatannya, berarti
kedua LSM tersebut telah menjalankan peranannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LSM Kelompg&drja 30 (Pokja 30)
dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) memiliki pema di dalam bidang
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pencegahan, pengendalian, dan penanganan kaspsikdirota Samarinda, dan
peranan tersebut telah sesuai dengan teori LSMu yseébagai kekuatan
pengimbang, pemberdaya masyarakat, dan sebagaadgemerantara. Melalui
kegiatan advokasi kebijakan lewat lobi, membuany&taan politik, membuat
pernyataan lewat petisi, aksi demonstrasi, aksig@eiangan kapasitas
kelembagaan, mengembangkan kesadaran masyarakat.

Terdapat perbedaan tanggapan antara masyarakanstansi Pemerintah
terhadap peranan LSM khususnya Pokja 30 dan JATAMathm pencegahan,
pengendalian, dan penanganan kasus korupsi di Bataarinda. Masyarakat
melihat peranan LSM dari sisi yang berbeda-bedag yeertama secara tindakan
pencegahan belum mampu menyentuh terlalu jauh &dmanya sebagai fungsi
kontrol saja, dan keberadaan LSM belum dirasakparsénya manfaatnya oleh
masyarakat, yang ke dua upaya yang dilakukan LSdarsicukup memberikan
perubahan di dalam pencegahan, pengendalian, demgenan kasus korupsi,
baik di KALTIM maupun di Samarinda. Sedangkan dasitansi berpandangan
bahwa LSM sudah membantu di dalam setiap prosésdbalalam pencegahan
ataupun fungsi kontrolnya.

Saran:

Dari kesimpulan yang telah diuraikan, beberapansgamg dapat dilakukan
sebagai bahan pertimbangan, di antaranya yaitu:

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembagadawa Masyarakat
(LSM) memiliki peranan di dalam bidang pencegahaengendalian, dan
penanganan kasus korupsi di Kota Samarinda, damaertersebut telah sesuai
dengan teori LSM, yaitu sebagai kekuatan pengimbpegberdaya masyarakat,
dan sebagai lembaga perantara, khususnya pada bgjsl 30 dan JATAM Kota
Samarinda. Oleh karena itu, untuk meningkatkanr@emaya di dalam hal:

1. Secara internal, sebaiknya membuat aturan mengezr@mpatan iklan
lowongan kerja baik itu mediaffline maupunonline yang memungkinkan
siapapun dapat mengakses. Sedangkan untuk logistkaiknya
meningkatkan kas kecil, agar tidak selalu menggangkenerapan sistem
keuangan dari mitra kerja/donor saja.

2. Secara eksternal, sebaiknya meningkatkan fungsi trddonmelalui
pemantauan, kampanye, advokasi, dan membendung nasimidan
manipulasi pemerintah terhadap masyarakat.

Secara umum kepada Pemerintah harus lebih mempahmdd dalam
keterbukaan informasi atau transparansi terhadamip@an data (uji akses),
sedangkan kepada masyarakat, harus lebih menirsgkptcan sertanya di dalam
kegiatan lembaga sehingga kesadaran terhadap temakaupsi dapat dilakukan
dengan cara mendukung sepenuhnya perlawanan tprlzda pemberdayaan
masyarakat di dalam pemberantasan korupsi.
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